‘(€269 1owoN erssuopuyj {Iqnday eredoN uerequa]
UBYRqUE] ‘Gpg JOWON (g0Z unyel BISQUOpU];
Niqndsy erxeday uereque]) eley eydip Suejuo;
0c0c¢ unyej, 1) lowonN Suepun-guepup ueduap
el 1ey edelsqaq yeqnip yersy eurwiedeqos
‘(486G Jowo) eIseuopu] Aqqnday erefoN uerequio]
UBUBqUWR], ‘pHg JOWON Qg unye] BISauopu|
Manday eaedoN uerequern) Jelse(q UBYBJULIDWS]
duejual 0z unnel €¢ Jowon Juepupn-Zuepun -y

‘(b61S TowoN ersouopuy Aqnday eredoy
Uelrequia] uweyeque], ‘g J0WoN +10g unye,, BISauopuj
Aqqnday eiefoN uerequior) eredaN [dig anjeredy
duejua)l oz unyey G JowopN 3duepun Suepupn £ o)

:(86£9 1owoN eISOUOPU] qHqnday erefoN uerequio
ueyeque], ‘e8] JIOWON @([QZ unye] BISQuopuj
qnqnday eredop ueIRqUO) ueduepun-ueduepuniayg
ueBimeldd  ueymuaquad Juvjusl, 110z unyey,
¢l JIowoN Buepun-3uepun seje ueyeqniad Suevjua;
610C unye], GT JowoOp 3uepun-guepun ueduop
HBquIp ye) euewredeqes (pezg IOWON EISauopuj
MHandey eieoN urrequien ueyequie], ‘gg Jowop
L10T unye], erssuopuj yqnday BIEZON ueIRqWT)
ueduepun-guepuniog ueInjeroq ueynjuaquag
duejua) [0z unye], gl .owop .‘8uepun~3uepun 'z

‘(zzg1 towoy eIsauopuj yiqnday
BIegoN uerequol ueyequg], ‘p/, JoWwoN unyey, eregdon
UeIequaj) iIsameng 1p i Iexdul], yeioep ueynjuaqusyg

3uejua) 6CEI unye], 6z JIowop 3uepun-Suepup IS

‘Jeioeq ueredepuay uepeq eped 101eurpiooy
ang sedn], ueeuesye[oq 10JBUIPIOOY] qng aniepjuawop
uep 1sueisqng qng sesng sjodworay 3uelus) nedng
uesninday ueydejousw nprad ‘qerse( uejedepuad uepegq
el1oy] ejey, elI08 ‘s8uny uep sesng ‘Isestuedio ueunsng
‘uednpnpay  Suejuo 120¢ unyel ¢, JowopnN pedng
UBINiBIa] g7 [esed uenjusloy UeNBUBSYR[OW YNnjun emyeq

‘IVPNIS ILVdng
HYJHVA NV.LVAVANEd NVYAVE Vavd

yedurdusy

duequiruspy

JOLVNIQIOO3 9nS SYOHN.L NVVNVSMVIad JOLYNIQNOON
dNS ANLYVTININON NV ISNVLSENS NS svHNL JOdNOTAN

ONVIN3JL

[20C NNHV.L 64 JOWON
IVONIS ILVdNg NVSNLNdA

NVIVTES ISEMVINS ISNIAONJ
IVLNIS LLvdng




10.

2.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahuri 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran' Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 525); '

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
{(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016
Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 93) sebagimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 25 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daeran Kabupaten Sinjai Tahun 2019
Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 125);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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11. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 74);

1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 Hal
Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

2.  Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian
Dalam Negeri Nomor 800/3484/OTDA Hal
Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah sebagai Tindak Lanjut Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 dan
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 202 1;

3. Surat Gubernur Nomor 061/8118/B.Org Hal
Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Kelompok Tugas Sub Substansi dan
Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub
Koordinator pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Kelompok Tugas Sub Substansi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, tercartum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati
ini,

Kelompok Tugas Sub Substansi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU adalah kelompok tugas yang
merupakan penjabaran tugas jabaian administrator masing-
masing.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kelompok Tugas Sub
Substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,
ditunjuk Sub Koordinator untuk melaksanakan tugas dan
fungsi Kelompok Tugas Sub Substansi.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEEMPAT melaksanakan tugas koordinasi penyusunan
rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi serta pelaporan pada satu Kelompok Tugas Sub
Substansi.
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D. Bidang Evaluasi, Pembukuan dan Pelaporan terdiri atas:

1.

Kelompok Tugas Sub Substansi Pembukuan dan Pelaporan meliputi
melaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian, bimbingan
teknis, evaluasi dan pelaporan terkait evaluasi, pembukuan dan

pelaporan.

BUPATI SINJ

EETO GADHISTA ASAPA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI

NOMOR 879 TAHUN 2021
TENTANG KELOMPOK TUGAS SUB

SUBSTANSI

DAN NOMENKLATUR

SUB KOORDINATOR PELAKSANAAN
TUGAS SUB KOORDINATOR PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

SUB
NO. BAGIAN KOORDINATOR TUGAS
1. | Bidang 1. Sub Membantu Kepala Bidang |
Penetapan dan Koordinator Penetapan dan pelayanan Pajak |
' Pelayanan Penilaian dan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan |
Pajak Bumi penetapan perkotaan dalam merencanakan,
dan Bangunan melaksanakan, mengevaluasi dan |
Perdesaan dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub
Perkotaan Bidang Penilaian dan Penetapan.
2. | Bidang 1. Sub Membantu Kepala Bidang
Penerimaan dan Koordinator Penerimaan dan Pengelolaan Pajak
Pengelolaan Pendataan dan | Daerah dalam merencanakan,

Pajak Daerah Penetapan melaksanakan, mengevaluasi dan
Pajak melaporkan pelaksanaan tugas Sub
Bidang Pendataan dan Penetapan

Pajak.

3. | Bidang 1. Sub Membantu Kepala Penelitian dan |
Penelitian dan Koordinator Pengembangan Pendapatan dalam
Pengembangan Perencanaan merencanakan, melaksanakan,
Pendapatan dan Program mengevaluasi dan  melaporkan

Pendapatan pelaksanaan tugas Sub Bidang
Perencanaan dan Program |
Pendapatan. ‘

4. | Bidang 1. Sub Membantu Kepala Bidang Evaluasi,
Evaluasi, Koordinator Pembukuan dan Pelaporan dalam
Pembukuan Pembukuan merencanakan, melaksanakan,

dan Pelaporan

dan Pelaporan

mengevaluasi dan  melaporkan
pelaksanaan tugas Sub Bidang
Pembukuan dan Pelaporan.

BUPATI

GADHISTA ASAPA



